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5. Seluruh Pejabat, Pegawai dan Staf di lingkungan Pusat Data dan

Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri.

Akhir kata, semoga Proyek Perubahan ini diberikan kelancaran dan
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Peserta

Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si.
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A. LATAR BELAKANG

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Sejalan dengan perkembangan teknologi, informasi dan

komunikasi (TIK) yang semakin pesat pada saat ini, transformasi digital dalam

pengelolaan pemerintahan tidak dapat dihindarkan. Tranformasi digital merujuk pada

realitas proses perubahan. Proses perubahan tersebut dapat berupa bentuk, sifat

dan fungsi yang menimbulkan dampak diantaranya adalah inovasi, akselerasi,

efisiensi, akuntabilitas dan kolaborasi. Dalam rangka melakukan transformasi

penyelenggaran pemerintahan tersebut ,Pemerintah telah mengeluartkan Inpres

nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),

dengan tujuan mewujudkan transfoirmasi digital pemerintah menuju integrated

Government and Public Service, dengan arsitektur sebagaimana gambar 1 berikut:

SILO

DUPLICATION

NON-STANDARD

INTEGRATED GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES

3

Kerangka das ar yang mendes krips ikan integras i bis nis , data  dan informas i, 
aplikas i, infras truktur SPBE , dan Keamanan SPBE  untuk
menghas ilkan layanan pemerintah yang terintegras i

§ Kementerian Bappenas (domain data dan informasi), 
§ Kementerian Kominfo (domain aplikasi dan infrastruktur TIK), 
§ BSSN (domain keamanan informasi)
§ Kementerian PANRB (domain proses bisnis dan layanan digital)

Target penerapan Arsitektur SPBE, untuk Instansi Pusat hingga tahun 2023 dan untuk Pemerintah Daerah hingga tahun 2024

TRANSFORMASI DIGITAL

ARSITEKTUR SPBE
(Enterprise Government Architecture)

§ 27.400 Aplikasi yang berpotensi 
duplikasi.*

§ 2700 pusat data/ruang server.*
§ Terjadinya pemborosan anggaran akibat 

terbangunnya sistem yang silo dan tidak 
terintegrasi mengingat setiap instansi 
membangun aplikasi pemerintahan 
sendiri.

§ Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan 
publik yang transparan, cepat, dan efektif.

* Data Kementerian KOMINFO

Gambar 1.1 Arsitektur SPBE Nasional
Sumber: KemenPAN RB RI

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan integrasi data, pemerintah telah

mengeluarkan Inpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI)

dengan tujuan untuk memanfaatkan data secara terintegrasi bagi kepentingan

Nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan SPBE dan satu Data Indonesia

harus mampu melahirkan tatakelola pemerintahan yang lebih efektif sebagai wujud
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transformasi digital sehingga penerapan DSPBE dan SDI harus dimaknai upaya

mengefektifkan tata Kelola pemerintahan yang sdh ditetapkan dengan dukungan

elektronik agar terwujud tata Kelola pemerintahan yang efektif dengan satu data

Indonesia.

Hal ini sejalan dengan arahan Dewan pengarah satu Data Indonesia kepada

Kementerian Dalam Negeri guna weujudkan satu data Indonesia di dalam

penyelenggaran pemerintahan daerah yaitu pelaksanaan SDI di daerah dan

membangun “Platform Digital Pemerintahan Dalam Negeri” dengan

mengintegrasikan SPBE dan SDI dengan Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk

penyelenggaraan data sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi

Kementerian/Lembaga/Pemda.

Dalam rangka melaksanakan amanat-manat tersebut, Kementerian Dalam

Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD

merupakan sistem informasi terintegrasi yang memuat pengelolaan informasi

pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan

lainnya yang juga meliputi pengelolaan informasi pembinaan dan pengawasan

terhadap pemerintah daerah mulai Pemerintah Provinsi, Kabupaten hingga Desa

yang bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien,

berkualitas, inovatif dan terintegrasi.

Dalam rangka merespon berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan

trnsformasi digital di Indonesia, pembangunan SIPD juga telah di sesuaikan dengan

framework Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE ) sesuai dengan

Perpres nomor 95 tahun 2018 dan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sehingga dapat

mendukung tata Kelola pemerintahan daerah yang terintegrasi dalAm satu Platform

Digital Permdagri sebagaimana gambar 2 berikut:
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Gambar 1.2 Platform Digital Pemerintahan Dalam Negeri
Berdasarkan gambar 2 di atas, Platform digital Pemdagri tersebut, terdiri atas

13 (tiga belas) komponen utama, yaitu:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Penganggaran dan Perencanaan program dan kegiatan Daerah;

3. Layanan Digital Pemerintahan Daerah;

4. Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Integrasi layanan, data dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

7. Integrasi data kewilayahan, Profil desa/kelurahan. Rumah Tangga dan

data kependudukan;

8. Pemanfaatan data indeks untuk perencanaan dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah;

9. Integrasi dan ienterkoneksi basis data SIPD dengan berbagai basis data

nasional seperti KBPI, BMN, P3DN, dsb.

10.Membangun Basis Data untuk Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;

11.Business Intelegence dan Kecerdasan Buatan;

12.Sistem Informasi Eksekutif dan

13.Integrasi dan Interkleoneksi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri

dengan Satu Data Indonesia.

Upaya mewujudkan platform digital pemdagri tersebut, memerlukan proses

yang berkesinambungan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga Terkait,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa secara
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sinergis dan berkelanjutan agar semua komponen platform digital tersebut dapat

terbangun, terintegrasi dan digunakan secara luas dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Pada saat ini Kemendagri sedang menyelesaikan integrasi

platform digital tersebut, khususnya pada komponen perencanaan dan Perencanaan

program dan kegiatan daerah, yang secara bertahap dilanjutkan pada komponen-

komponen yang lain dari platform digital tersebut.

Pada tataran implementasi SIPD saat ini telah digunakan oleh 542 daerah

untuk mendukung proses perencanaan dan Perencanaan program dan kegiatan

daerah, termasuk dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan desa (Bankeudes) yang

di berikan oleh kabupaten dan provinsi. Namun pemanfaatan SIPD oleh pemerintah

desa perlu dityingkatkan agar mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan

pemerintahan desa agar termangun satu system pemerintahan yang terintegrasi

mulai dari tingkat Desa, Kabupaten. Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pada tataran pemerintah desa, saat ini telah banyak desa yang membangun

system informasi secara mandiri yang umumnya belum mengikuti

framework/platform SPBE Nasional sehingga melahirkan silo-silo system dan sulit

terintegrasi secara nasional walaupun telah dikeluarkan biaya yang cukup besar

apabila dihitung secara nasional.

Keberadaan sistem informasi yang terintegrasi tersebut sangat penting dalam

mendukung keberhasilan program prioritas nasional yang telah ditetapkan Presiden,

seperti Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim, Penerunan Angka Stunting,

Pemulihan Ekonomi akibat Covid 19, antisipasi Inflasi, dan sebagainya.

Dalam rangka mempercepat penanggulangan Kemiskinan Ekstrem,

pemerintah sedang memnperluas kegiatan Register Sosial Ekonomi secara nasional

mulai tanggal 14 Oktober 2022. Program ini diharapkan dapat menyiapkan data

kemiskinan secara terintegrasi dan dimanfaatkan secara nasional, mengingat

kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak dari desa sampai ke

tingkat nasional, maka dukungan system informasi sngat penting dan menentukan

keberhasilan integrasi data kemiskinan dengan program pembangunan yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Pada saat ini, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa telah

memiliki system informasi untuk mendukung register sosial ekonomi dimaksud baik

yang dikembangkan sendiri-sendiri maupun dengan bantuan donor, seperti SICARIK

sebagai pendataan yang dilakukan di DKI Jakarta, Data Presisi yang dikembangkan
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B. MANAJEMEN PROYEK PERUBAHAN

IPB, SDGs Desa yang dikembangkan Kemendes PDTT, Prodeskel yang

dikembangkan Kemendagri, Sepakat Desa, SIGAP, SIO Papua, yang dikembangkan

melalui dukungan Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Australia,

maupun aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah desa dan pemerintah

daerah lainnya. Aplikasi-aplikasi ini dapat digunakan untuk mendukung integrasi

data termasuk data Reksosek dengan melakukan penyesuaian dan upgrade agar

data-data yang diperlukan dalam Reksosek dapat diinput langsung secara system

sehingga dapat langsung terkoneksi dengan SIPD yang dikelola Kemendagri dan

SEPAKAT yang dikelola Bappnas.

Selanjutnya dalam rangka mendorong transformasi digital dalam

penyelenggaraan pemertintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

termasuk mendorong transformasi ekonomi desa, dapat diidentifikasi aplikasi-

aplikasi yang sudah ada dan digunakan oleh pemerintahan desa saat ini untuk

selanjutnya dilakukan penyesuaian dan upgrading agar dapat digunakan secara

nasional dalam kerangka mewujudkan platform digital pemerintahan dalam negeri,

khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang terintegrasi secara

nasional sehingga mempercepat terwujudnya integrasi Desa dan data

pembangunan mulai dari Desa sampai ke tingkat Pusat.

Oleh karena itu, melalui proyek perubahan yang berjudul “Transformasi dan

Integrasi Desa dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam

mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Secara Terintegrasi” ini di harapkan

dapat menjadi solusi agar terwujudnya system informasi yang terintagersi secara

nasional untuk mewujudkan satu data Indonesia dan sejalan dengan Peraturan

SPBE yang trerintegrasi Desa – Pemda Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat,

sehingga prioritas nasional yang ditetapkan oleh Presiden dapat terimplementasi

secara terpadu, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi karena informasi yang tersedia dalam satu platform dan data yang

terintegrasi.

1. Kondisi Saat Ini
Pembangunan sistem informasi desa saat ini umumnya belum mengikuti

framework/platform SPBE Nasional yang melahirkan silo-silo system dan sulit

terintegrasi secara nasional yang mengakibatkan:
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a. Format data desa yang berbeda-beda

b. Lokasi Data desa yang tersebar

c. Data desa yang saling tumpang tindih antara instansi

d. Proses menghubungkan dan penyeragaman data desa yang sulit;

e. Biaya yang dikeluarkan menjadi mahal apabila dihitung secara nasional

Pelaksanaan Prioritas Nasional oleh pemerintah daerah umumnya masih dilakukan

secara sektoral dan belum terinegrasi antara Pemda, Pusat dan Desa, yang

berakibat pada:

a. Integrasi antar program belum bisa terlaksana dengan baik;

b. Penentuan target program sering tidak focus pada sasaran;

c. Sumber daya yang dimiliki belum terkelola dengan baik;

d. Penilaian keberhasilan program belum bisa dilaksanakan secara tepat;

e. Integrasi pendanaan dari Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat

belum dapat ditentukan secara tepat;

f. Inovasi dalam peaksanaan program prioritas nasional belum terkelola

dengan baik.

2. Kondisi Ideal
Kondisi ideal yang diharapkan dapat terwujudnya system informasi yang

teintegrasi sehingga dapat terwujudnya

a. Data desa yang terstandarisasi

b. Lokasi data dapat termanajemen dengan baik

c. Data tidak terjadi tumpang tindih

d. Sistem informasi pada pemerintahan desa dapat terintegrasi dengan

system informasi pemerintahan daerah(SIPD) sehingga dapat dijadikan

salah satu indikator pembangunan secara nasional.

Kondisi ideal yang diharapkan terlaksananya program prioritas nasional secara

terintegrasi sehingga:

a. Terdapat strategi integrasi antar program prioritas nasional oleh

pemerintah daerah;

b. Penentuan target program focus pada sasaran;

c. Sumber daya yang dimiliki terkelola secara maksimal;

d. Penilaian keberhasilan program dilaksanakan berbasis output dan

outcome program;
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C. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN

e. Terdapat integrasi pendanaan dari Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi dan

Pusat secara tepat;

f. Inovasi dalam pelaksanaan program prioritas nasional terkelola dalam

satu system yang terintegrasi.

3. Terobosan
Melalui proyek perubahan yang berjudul “Transformasi dan Integrasi Desa

dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah(SIPD) dalam pelaksanaan program

prioritas nasional” di harapkan dapat menjadi solusi agar terwujudnya system

informasi yang terintagersi secara nasional untuk mewujudkan satu data Indonesia

dan sejalan dengan Peraturan SPBE yang trerintegrasi Desa – Pemda

Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, sehingga program prioritas nasional dapat

terlaksana secara sinergis antar pemangku kepentingan.

Tujuan perubahan yang dirumuskan terbagi kedalam tujuan jangka pendek,

tujuan jangka menengah serta tujuan jangka panjang dengan uraian sebagai berikut:

Tujuan Jangka Pendek

1. Tersusunnya strategi integrasi pelaksanaan
program prioritas nasional oleh Pemerintah
Daerah;

2. Tersusunnya analisa integrasi system informasi
desa dengan Pemda.

3. Terbangunya prototype system informasi desa
yang terintegrasi dengan framework SPBE
Kemendagri yang dapat digunakan dalam
mengimplementasikan program prioritas nasional
secara terintegrasi;

4. Terlaksananya ujicoba penggunaan system
informasi desa yang terintegrasi dengan
framework SPBE Kemendagri dalam
mengimplementasikan program prioritas nasional
secara terintegrasi pada daerah pilot;

5. Tersusunnya Keputusan Bupati Aceh Jaya
tentang Pengendalian Evaluasi Urgensi Target
Interfensi Masyarakat Membangun (PEUTIMANG)
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D. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Tabel 1.1 Tujuan Proyek Perubahan

Dengan terlaksananya proyek perubahan ini, akan memberikan manfaat yang

signifikan kepada:

Tabel 1.2 Manfaat Proyek Perubahan

Tujuan Jangka menengah

1. Terbangunaya system informasi desa yang
terintegrasi dengan SIPD.

2. Tersusunya SOP pengelolaan implementasi
system informasi desa.

3. Terlaksananya sosialisasi SOP Pengelolaan
system informasi desa-SIPD.

4. Terlaksananya program prioritas nasional secara
terintegrasi pada tingkat Desa, Kabupaten/Kota,
Provinsi dan Nasional;

5. Terlaksananya upaya Pengajuan penetapan
sebagai Aplikasi Umum SPBE NAsional.

Tujuan Jangka Panjang 1. Sosialisasi dan Pemanfaatan system informasi
desa yang terintegrasi;

2. Integrasi system informasi desa dengan Satu Data
Indonesia;

3. Terlaksananya program prioritas nasional secara
terintegrasi pada tingkat Desa, Kabupaten/Kota,
Provinsi dan Nasional dengan menggunakan
aplikasi umum SPBE.

No. Pemanfaatan Manfaat

1. Pusat Data dan

Sistem

Informasi

a. Meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan

anggaran dan kegiatan.

b. Menjadi acuan kegiatan dalam perbaikan

pengelolaan Sistem Informasi Desa.

c. Menjadi panduan peta jalan (roadmap) pengelolaan

Sistem Informasi Desa terpadu

d. Meningkatkan informasi arus desa dan Sistem

Informasi Desa secara elektronik melalui aplikasi
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terintergasi.

e. Memudahkan monitoring kegiatan rencana

anggaran belanja operasional pemeliharaan dan

pengadaan sarpras

f. Terdokumentasinya data/dokumen/arsip secara

elektronik, lengkap dan aman.

g. Memudahkan perencanaan anggaran dan

pengelolaan Sistem Informasi Desa

h. Tidak ada informasi yang tertunda untuk diproses.

i. Memudahkan pencarian dan data desa dan Sistem

Informasi Desa secara realtime

j. Memudahkan pemetaan perencanaan anggaran,

informasi arus desa dan pembinaan bagi Biro/Pusat

di Setjen Kementerian Dalam Negeri

2. Satuan Kerja a. Sebagai Dasar dalam Perencanaan program dan

kegiatan dan Sistem Informasi Desa

b. Menjadi peta jalan (Roadmap) sebagai panduan

pengelolaan Sistem Informasi Desa .

c. Menjadi acuan kegiatan dalam perbaikan

pengelolaan Sistem Informasi Desa.

d. Meningkatkan informasi keuangan dan Sistem

Informasi Desa secara elektronik melalui aplikasi

terintergasi.

e. Memudahkan identifikasi Sistem Informasi Desa

pada masing masing satuan kerja.

f. Memiliki informasi manajemen resiko berkaitan

dengan efektivitas bagi pengelolaan barang milik

negara

g. Memudahkan perencanaan anggaran belanja

operasional pemeliharaan dan pengadaan sarpras.

3 Kementerian/

Lembaga terkait

dan Daerah

a. Meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan

anggaran dan kegiatan bagi Kementerian/Lembaga

dan Daerah (Dekonsentrasi)
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E. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN

1. Tersusunnya strategi integrasi pelaksanaan program prioritas nasional oleh
Pemerintah Daerah;

2. Tersusunnya analisa integrasi system informasi desa dengan Pemda.
3. Terbangunya prototype system informasi desa yang terintegrasi dengan

framework SPBE Kemendagri yang dapat digunakan dalam
mengimplementasikan program prioritas nasional secara terintegrasi;

4. Terlaksananya ujicoba penggunaan system informasi desa yang terintegrasi
dengan framework SPBE Kemendagri dalam mengimplementasikan program
prioritas nasional secara terintegrasi pada daerah pilot;

5. Tersusunnya Keputusan Bupati Aceh Jaya tentang Pengendalian Evaluasi Urgensi
Target Interfensi Masyarakat Membangun (PEUTIMANG)

Ruang lingkup proyek perubahan ini adalah dimulai dari Menyusun strategi

integrasi pelaksanaan program prioritas nasional oleh Pemerintah Daerah,

melakukan analisa integrasi data dan sistem informasi desa dengan Pemda melalui

SIPD serta membangun aplikasi penghubung antara sistem informasi pemerintahan

daerah dengan sistem informasi desa sampai dengan implementasi aplikasi tersebut

di Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagai daerah pilot yang dilanjutkan dengan

evaluasi pelaksanaan dan pemberian pendampingan bagi Desa yang masih lemah

SDM serta indikator kebutuhan lainnya.

Secara rinci ruang lingkup proyek perubahan adalah:

1. Pembentukan dan Pembuatan SK Tim Kerja Efektif;

2. Penyiapan sumber daya (SDM, fasilitas dan anggaran) untuk

implementasi proyek perubahan;

3. Membuat rancangan pengembangan aplikasi berkaitan dengan

Pengendalian Evaluasi Urgensi Target Interfensi Masyarakat Membangun

(PEUTIMANG)

b. Menyediakan informasi/rujukan Kementerian

PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam

perencaanaan desa

c. Memudahkan perencana eksternal dalam

mengakses informasi pelaksanaan program dan

kegiatan terintegrasi dan tepat sasaran.
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4. Uji coba aplikasi untuk Tim Efektif;

5. Maintenance aplikasi berdasarkan masukan dari Tim Efektif;

6. Penyusunan Pedoman Aplikasi;

7. Soft Launching aplikasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagai

pilot project;

8. Penyempurnaan sistem berdasarkan masukan dari Stakholder terkait

sebagai pengguna aplikasi;

9. Launching dan penggunaan aplikasi pada salah satu Desa di Kabupaten

Aceh Jaya;

10.Pemutakhiran data resources sharing oleh TIM IT;

11.Menghimpun data untuk pemenuhan dokumen oleh Tim Kerja Efektif;

12.Pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu di Tim Kerja Efektif;

13.Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi aplikasi di

Kemendagri dan Pemerintah Aceh Jaya sebagai Pilot Project.
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A. MILESTONE PROYEK PERUBAHAN

BAB II
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

Tabel 2.1 Milestone Proyek Perubahan

NO TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT WAKTU
JANGKA PENDEK

1. Pembentukan tim efektif
sebagai pelaksana teknis
Proyek Perubahan

Persiapan
pelaksanaan rapat

Nota Dinas
Undangan

M1 Oktober

Rapat konsolidasi
pembentukan dan
pembagian kerja tim
efektif

• Daftar Hadir
• Dokumentasi
Foto

• Notulen
Rapat

• Rancangan
SK
Pembentuka
n Tim Efektif

M1 Oktober

Pengajuan
pengesahan/penerbita
n SK pembentukan tim
efektif

SK
Pembentukan
Tim Efektif

M1 Oktober

2. Penggalangan dukungan
stakeholders terhadap
Proyek Perubahan

Rapat koordinasi
pembahasan
gagasan Proyek
Perubahan antara
tim efektif dan
stakeholders

• Daftar Hadir
• Dokumentasi
Foto

• Notulen
Rapat

M1 Oktober

Koordinasi penguatan
komitmen dukungan
stakeholders

Pernyataan
Dukungan
(Dokumentasi
Tertulis dan
Video)

M2 Oktober

3. Konstruksi Desain Sistem
Integrasi Data Desa dan
SIPD

Rapat pembahasan
desain Sistem
Integrasi Data Desa
dan SIPD

• Daftar Hadir
• Dokumentasi
Foto

• Notulen
Rapat

M4 Oktober

4.
Penyusunan Instrumen
Sistem Integrasi Data Desa
dan SIPD

Rapat perumusan
dan penyusunan
instrumen Sistem
Integrasi Data Desa
dan SIPD

• Daftar Hadir
• Dokumentasi
Foto

• Notulen
Rapat

M1
Oktober-
Oktober

Pengolahan dan
analisis data

• Daftar Hadir
• Dokumentasi

M1 Oktober



PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

13

NO TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT WAKTU
Foto

• Notulen
Rapat

5. Pembangunan Portal
Sistem Integrasi Data Desa
dan SIPD

Pembangunan Portal
Sistem Integrasi Data
Desa dan SIPD

Dokumentasi
Foto

M1
Oktober-

M4 Oktober
6. Penyusunan Manual dan

Juknis Sistem Integrasi
Data Desa dan SIPD

Pelaksanaan
kegiatan pembuatan
laporan

• Daftar Hadir
• Dokumentasi
Foto

• Notulen
Rapat

• Laporan
Akhir

M4 Oktober

7. Penyusunan Peraturan
intergasi Data

Rapat awal
Penyusunan
rancangan Peraturan
intergasi Data

• Daftar Hadir
• Dokumentasi
Foto

• Notulen
Rapat

• Rancangan
Awal
Keputusan
Bupati Aceh
Jaya

M1 – M2
Oktober

Rapat finalisasi
penyusunan
Peraturan intergasi
Data

• Daftar Hadir
• Dokumentasi
Foto

• Notulen
Rapat

• Rancangan
Akhir
Keputusan
Bupati Aceh
Jaya

M2 Oktober

8.
Evaluasi Portal Sistem
Integrasi Data Desa dan
SIPD

Pembuatan Portal
Sistem Integrasi Data
Desa dan SIPD.

• Dokumentasi
Foto

M3-4
Oktober

9. Sosialisasi Sistem Integrasi
Data Desa dan SIPD

Sosialisasi Sistem
Integrasi Data Desa
dan SIPD

• Daftar hadir
• Notulen
• Dokumentasi

M 1-3
November

10. Penyusunan laporan
Proyek Perubahan

Penyusunan laporan
Proyek Perubahan

• Laporan dan
Evidences

M 4
November

JANGKA MENENGAH
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B. TATA KELOLA PROYEK

NO TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT WAKTU
2. MoU antar instansi terkait

Sistem Integrasi Data Desa
dan SIPD

Rapat koordinasi
lintas sektoral

Rekomendasi
lintas sebagai
indikator
keberhasilan
Sistem
Integrasi Data
Desa dan SIPD

Desember -
Maret 2023

JANGKA PANJANG
1. Implementasi Kebijakan

Sistem Integrasi Data Desa
dan SIPD

Penggunaan Sistem
Integrasi Data Desa
dan SIPD

Dokumentasi
Foto-foto
Kegiatan

Maret –
Desember

2023

Menggambarkan bentuk hubungan antara Mentor, Coach, Project Leader

dan Tim yang dibentuk dalam rangka membangun proyek perubahan.

Gambar 2.1 Hubungan Antara Mentor, Coach, Project Leader dan Tim
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Mentor:

 Memberikan dukungan, arahan atas keseluruhan program kebijakan

kepada Tim;

 Membantu menyelesaikan hambatan;

 Mendorong pencapaian kinerja dan memantau kemajuan program;

 Membantu menyelesaikan hambatan yang terjadi;

 Menunjuk Ketua Tim.

Project leader :

 Mengelola tim atau proyek kegiatan masing-masing untuk mendapatkan

hasil yang optimal;

 Melibatkan anggota lain untuk berfikir dan bersinergis.

Tim Pelaksana/Kelompok Kerja :

 Berkolaborasi secara erat bersama-sama dalam satu tim untuk

mendapatkan hasil;

 Memastikan penyelesaian dan penyerahan semua output yang telah

ditentukan secara berkualitas dan tepat waktu;

 Menyelesaikan isu yang berpotensi menghambat jalannya penyelesaian

proyek;

 Menyiapkan dan menyerahkan laporan kemajuan;

 Memberikan jaminan kualitas atas output dari aktivitas dan dokumen.

Coach :

 Mendukung Pimpinan Tim dan anggota tim untuk mendapatkan hasil;

 Membantu mengoptimalisasi kapasitas dan partisipasi tim;

 Memberikan dukungan proses kepada tim dan pimpinan;

 Membantu pimpinan timdalam menjaga kekompakan

dan sikap tim.
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Tugas dan Kewenangan Tim Kerja Efektif dapat dilihat dari Surat

Keputusan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi tentang Tim Kerja Efektif

Proyek Perubahan yaitu sebagai berikut :



PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

17



PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

18



PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

19



PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

20



PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

21

C. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS STAKEHOLDER DAN RENCANA STRATEGIS MARKETING

1. Identifikasi Stakeholder

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau

masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki

hubungan serta kepentingan terhadap organisasi (TIM MTE- LAN 2017).

Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan

sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan,

legitimasi, dan kepentingan terhadap organisasi. Stakeholder pada

kepemimpinan yang taktikal terbagi dalam stakeholder internal dan

stakeholder eksternal.

2. Jenis Stakeholder

Jenis stakeholder adalah sebagai berikut :

 Stakeholder utama yaitu orang atau kelompok yang mempunyai

pengaruh kuat terhadap kegiatan yang dilakukan;

 Stakeholder primer yaitu orang / kelompok yang langsung dipengaruhi

proyek perubahan itu, baik positif maupun negatif; dan

 Stakeholder sekunder yaitu orang/kelompok yang secara tidak

langsung dipengaruhi proyek perubahan itu, baik positif maupun

negatif.

Berdasarkan pengelompokan di atas maka stakeholder dalam proyek

perubahan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1)Stakeholder Utama:

a. Sekretaris Jenderal Kemendagri;

b. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri;

c. Pusdatin Kemendagri (Bidang Infra Sandi, Bidang Pengelolaan

Sistem Informasi;

d. Kepala Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

e. Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

f. TIM IT Pusdatin dan Daerah Pilot; dan

g. Coach.

2)Stakeholder Primer:

a. Pemerintah Daerah pilot implementasi;

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bina_Pemerintahan_Desa
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b. Kepala Perangkat Daerah dan ASN pada Daerah Pilot;

c. Pengelola Sistem Informasi pada daerah pilot;

d. Pemerintah Desa daerah pilot implementasi;

e. Aparat Desa pada daerah pilot.

3)Stakeholder Sekunder:

a. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;

b. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;

c. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

d. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

e. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;

f. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

g. Inspektorat Jenderal;

h. Badan Penelitian dan Pengembangan;

i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

j. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa;

k. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;

l. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga;

m. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan

n. Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
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Stakeholder tersebut akan dikelompokkan berdasarkan tingkat pengaruh

dan kepentingannya sehingga tergambar seperti Gambar berikut:

Gambar 2.2 Stakeholder Terkait
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3. Strategi Komunikasi Stakeholder

Dukungan Stakeholder merupakan hal yang penting dalam

keberhasilan Proyek Perubahan ini, maka komunikasi yang intensif

diperlukan agar menjaga hubungan yang baik setiap Stakeholder:

1) Komitmen Pimpinan adalah hal utama, dengan adanya komitmen

bersama keberhasilan Proyek dapat mencapai hasil yang optimal;

2) Dukungan stakeholder menjadi penguat dalam proses penerapan di

lapangan;

3) Tim Efektif merupakan motor penggerak keberhasilan proyek

perubahan, dengan koordinasi dan komunikasi yang baik kerjasama

Tim Efektif dapat maksimal;

4) Dukungan SDM memanfaatkan tenaga dari PNS, tenaga Ahli dan

Supporting Staf yang bisa difokuskan untuk membantu Proper

5) Setiap Proyek tidak lepas dari unsur pendanaan, maka perlu dilakukan

optimalisasi anggaran demi keberlangsungan Proyek Perubahan.

4. Strategi marketing Proyek Perubahan

Strategi marketing dalam proyek perubahan ini digunakan sebagai

upaya untuk. meningkatkan dan memperbaiki atau memodifikasi system

Informasi yang sudah ada agar dikenal secara luas oleh masyarakat melalui

strategi komunikasi yang efektif, dengan menerapakan strategi marketing

4P1C (Product, Price, Promotion and Customer). Strategi marketing tersebut

dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1) Product

Proyek perubahan ini dalam pelaksanaannya menghasilkan produk

sebagai tolak ukur keberhasilannya, yaitu:

a. Jangka Pendek:

1.Dokumen analisa integrasi system informasi desa dengan SIPD

sesuai framework SPBE.

2.Prototype system informsi desa yang terintegrasi dengan fdengan

SIPD Kemendagri;

3.Dokumen hasil ujicoba penggunaan system informasi desa dalam

mendukung program prioritas nasional secara terintegrasi pada

daerah Pilot;

b. Jangka menengah:
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1.Sistem informasi desa yang terintegrasi dengan SIPD sesuai

kebijakan SPBE.

2.SOP Pengelolaan implementasi system informasi desa.

3.Dokumen hasil Sosialisasi SOP Pengelolaan system informasi

desa.

4.Dokumen pengajuan penetapan sebagai Aplikasi Umum SPBE.

c. Jangka Panjang

1.Keputusan penetapan sebagai aplikasi umum SPBE;

2.Dokumen hasil Sosialisasi dan Pemanfaatan system informasi

desa yang terintegrasi dengan SIPD;

3.sistem informasi desa dengan Satu Data Indonesia melalui SIPD;

4.Dokumen fasilitasi penggunaan sistem informasi desa yang

terintegrasi dengan SIPD oleh Pemerintahan Desa secara luas.

2) Price

Value yang di hasilkan dari proyek perubahan ini jika berhasil

terjadfinya penghematan anggaran negara dalam pengelolaan system

informasi desa dan pengelolaan program prioritas nasional secara

terintegrasi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Terlaksananya program prioritas nasional yang terinbtegrasi mulai

dari tingkat desa, kabupaten, provinsi dan nasional;

b. Terintegrasinya data dan sistem informasi pemerintahan desa sesuai

dengan kebijakan SPBE

c. Mendukung rerwujudnya satu data Indonesia melalui SIPD;

d. Terwujudnya agregasi data nasional.

3) Promotion

Strategi promosi untuk memperkenalkan pemanfaatan proyek

perubahan ini dilakukan mengunakan :

a. Jalur formal organisasi berupa Surat keputusan, Nota Dinas, Surat

Edaran, dan sosialisasi fitur-fitur baru SIPD;

b. Jalur media massa, berupa media cetak maupun media elektronik;

c. Jalur media sosial (facebook, Instagram, Tiktok, Twitter serta WA

group);

d. Jalur promosi lainnya berupa Leaflet, spanduk banner.
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4) Customer

Berikut ini adalah stakeholder yang akan mempengaruhi dan memiliki

kepentingan terhadap proyek perubahan ini, antara lain :

a. Kemendagri, Kemendes PDTT, Bappenas, Kemenkeu, BPS, Kemen

PAN RB, KPK dan LKPP.

b. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh

Indonesia;

c. Pemerintah Desa seluruh Indonesia;

d. ASN dan Aparat Desa yang membutuhkan data pembangunan

dalam pelaksanaan tugasnya; serta

e. Stakeholder lainnya yang membutuhkan interopabilitas data dalam

pelaksanaan tugasnya.

Selain analisis terhadap pemetaan fungsi, bentuk strategi komunikasi

terhadap masing-masing stakeholder diatas, dalam kegiatan ini juga perlu

diidentifikasi dari bentuk pengaruhnya. Adapun bentuk-bentuk rencana strategis

marketing diuraikan dalam metode analisis SOAR. SOAR merupakan singkatan

dari Strenght (Kekuatan), Opportunity (Kesempatan), Aspiration (Aspirasi),
dan Result (Hasil). SOAR merupakan kerangka baru perencanaan strategis

yang dikembangkan oleh Stavros, Cooperider dan Kelley pada tahun 2009.

SOAR mengintegrasikan appreciate inquiry (AI) dengan membingkai ulang

perencanaan strategis SWOT. Perbadaan mendasar SOAR dan SWOT adalah

dilibatkannya stakeholder dalam mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan

serta peluang sehingga menciptakan aspirasi, tujuan, strategi, komitmen untuk

memperoleh hasil (Zamista & Hanafi, 2020). Adapun penjelasan analisis SOAR

digambarkan dalam matriks berikut:
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Internal

Eksterna

Matriks 2.1 SOAR Sebagai Peta Analisis

Strenghth (Kekuatan)
Daftar faktor kekuatan

Internal

(Adanya Dukungan
Pimpinan dan Tim Efektif)

Opportunities (Peluang)
Daftar peluang eksternal

(Kemajuan Sistem
Informasi di Era digital

dalam Tata Kelola
Pemerintahan)

Aspiration (Aspirasi)
Daftar faktor harapan dari

internal

(Harapan stakeholder dan
satuan kerja untuk dapat

memperolah layanan yang
cepat, efektif dan efisien)

Strategi SA
Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk mencapai aspirasi.

Strategi OA
Ciptakan strategi yang

berorientasi kepada aspirasi
yang diharapkan untuk
memanfaatkan peluang.

Result (Hasil)
Daftar hasil yang terukur

untuk diwujudkan

(Transformasi Dan Integrasi
Desa Melalui Sistem

Informasi Pemerintahan
Daerah (Sipd) Dalam

Mendukung Pencapaian
Prioritas Nasional Secara

Terintegrasi

Strategi SR
Ciptakan strategi yang

berdasarkan kekuatan untuk
mencapai hasil yang terukur.

Strategi OR
Strategi yang berorientasi
kepada kesempatan untuk
mencapai hasil yang sudah

terukur.

1. Dari sisi Strenghth (Kekuatan) terdapat faktor penguat yaitu Daftar faktor

kekuatan Internal. Adanya Dukungan Pimpinan dan Tim Efektif baik

sumber daya SDM PNS dan PTT dalam implementasi Proyek Perubahan.

2. Dari sisi Opportunities (Peluang) Daftar peluang eksternal yaitu saat ini

penerapan tata kelola pemerintah terus didukung Sistem Informasi di Era

digital.

3. Dari sisi Aspiration (Aspirasi) terdapat daftar faktor harapan dari internal

yaitu harapan stakeholder dan satuan kerja untuk dapat memperolah

layanan yang cepat, efektif dan efisien.

4. Dari sisi Result (Hasil) yaitu terdapat daftar hasil yang terukur untuk

diwujudkan dengan Optimalisasi Transformasi Dan Integrasi Desa Melalui

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Mendukung

Pencapaian Prioritas Nasional Secara Terintegrasi.
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D. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN ALTERNATIF MENGATASINYA

Potensi-potensi permasalahan ke depan yang dapat menjadi kendala

selama pelaksanaan Proyek Perubahan serta Strategi penyelesaian yang akan

diambil dalam gambar berikut :

Gambar 2.3 Potensi Kendala dan Strategi Penyelesaian
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E. PELAKSANAAN LESSON LEARNT PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
TAHUN 2022
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A. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS

BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Untuk mencapai tujuan proyek perubahan sebagaimana yang telah diajukan

dalam Ujian Proyek Perubahan dihadapan Mentor dan Tim Penguji, maka telah

dilaksanakan tahapan-tahapan implemenbtasi proyek perubahan baik pada tingkat

Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat jenderal Kementerian Dalam Negeri,

maupun pada tingkat Kabupaten Aceh Jaya, sebagai daerah ujicoba sebagai

laboratorium Impolementasi Proyek Perubahan. Tahapan-yahapan tersebut dan

capaiannya dijelaskan lebih lanjut sebagaimana di bawah ini.

a) Rapat koordinasi pembahasan gagasan Proyek Perubahan antara tim
efektif dan stakeholders
Rapat ini dilaukan pada minggu pertama bulan oktober. Pada rapat ini
dibahas antara lain adalah penyamaan persepsi antara tim efektim dan
stakeholder dan menyampaikanm gagasan inti yang ingin dicapai dari
proyek perubahan.

Gambar 3.1 Rapat koordinasi pembahasan gagasan Proyek Perubahan
antara tim efektif dan stakeholders
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Output dari kegiatan ini semua stakeholder dan tim efektif paham bagimana
proses bisnis yang akan dikerjakan serta memberikan dukungan agar
supaya proyek perubahan ini dapat terlaksana dengan baik.

Pada kesempatan ini disepakati strategi intervensi dilakukan pada 5 (lima)
level, yaitu Individu, Keluarga, Kelompok, Koorporasi dan Ekosistem Digital
sebagaimana pada gambar 3.2 berikut:

STRATE GI INTE RVE NSI DAN INTE GRASI DATA

EKOSISTEM DIGITAL

Gambar 3.2 Strategi Intervensi dan Integrasi Data

Strategi intervensi terintegrasi dalam Penanganan Stunting, Kemiskinan
Ekstrim, Pengendalian Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Daerah.

Selain dengan Tim Efektif, konstruksi ini, juga disampaikan kepada para
pemangku kepentingan di Aceh Jaya dalam acara Rembuk Stunting (Rapat
Pembentukan Komitmen Penanganan Stunting) tingkat Kabupaten Aceh
Jaya, sebagaimana dalam Video menit ke 55 – 58 berikut ini.

https://fb.watch/hegdqXG-80/?mibextid=RUbZ1f

Penyamaan persepsi dengan para pemangku kepentingan ini sangat
penting untuk mendapatkan dukungan dalam implementasi proyek
perubahan.

b) Konstruksi Desain Sistem Integrasi Data Desa dan SIPD.
Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu ke 2 bulan oktober yang
menghasilkan desain keseluruhan yang akan diimplementasikan kedalam
sistem informasi termasuk arsitektur dan bisnis proses.

 Arsitektur integrasi

https://fb.watch/hegdqXG-80/?mibextid=RUbZ1f
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Gambar 3.3 Arsitektur Integrasi

Aarsitektur yang akan diimplementasikan yaitu mengintegrasikan SIPD
dan SISKEUDES serta memproses data program hingga rincian belanja
dengan data target sasaran byname byadress sehingga dapat digunakan
untuk monitoring realisasi intevensi yang tepat sasaran.

 Bisnis proses Sistem informasi level 0

Gambar 3.4 Bisnis proses Sistem informasi level 0

hasil desain bisnis proses level 0 terdapat 5 proses utama yaitu Import
dan update data sasaran, membuat program, realisasi program, laporan
realisasi program dan penggunaan dashboard monitoring.
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 Bisnis proses pemutakhiran data

Gambar 3.5 Bisnis proses pemutakhiran data

Pada bisnis proses ini dijelaskan bahwa terdapat 4 user yang masing
masing mempunyai tugas masing-masing dalam hal pemutakhiran data
sasaran baik individu, rumah tangga, kelompok masayarakat, dan
korporasi, Sehingga data dapat selalu update.

 Kategori sasaran utama

Gambar 3.6 Kategori sasaran utama

Dari hasil analisa pemetaan kategori sasaran, terdapat 4 sasaran utama
diantaranya adalah individu miskin, keluarga, kelompok masyarakat dan
korporasi yang masing masing mempunyai indikator didalam dataset yang
dibuat.
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 Bisnis proses pengajuan program

Gambar 3.7 Bisnis proses pengajuan program

Pada bisnis proses ini dijelaskan bahwa alur pembuatan program dibuat
bertingkat, ada user yang bertugas sebagai pembuat program yaitu OPD
yang bersangkutan dan ada yang bertugas sebagai verifikator/ super
admin yang bertugas memastikan bahwa program yang dibuat sudah
sesuai dengan kebijakan dan data yang akurat baik dari SIPD,
SISKEUDES dan program khusus.

 Sub proses pengjuan program

Gambar 3.8 Sub proses pengjuan program
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Pada sub proses pembutan program, program dibagi menjadi 2 kategori
yaitu program yang sumber dananya berasal dari APBD/APBN akan
secara otomatis terintegrasi dengan SIPD. Sedangkan program diluar itu
akan ditambahkan secara manual.

 Realisasi program

Gambar 3.9 Realisasi program

Pada bisnis proses ini, Setelah program diajukan dan diverifikasi oleh user
yang ditugaskan untuk memverifikasi maka selanjutna adalah realisasi
oleh admin pemilik program atau OPD yang bersangkutan dengan
dilengkapi oleh data data sasaran yang dapat di filter maupun
berdasarkan analisis indikator yang sudah dibuat. Data yang dihasilkan
dari filtering maupun pemilihan dari indikator ini yang nantinya akan
dibawa ke lapangan untuk dijadikan acuan realisasi dan pelaporan.

 Usecase diagram

Gambar 3.10 Usecase diagram
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Usecase diagram digunakan untuk memetakan hak akses yang dimiliki
oleh masing-masing user pengguna.

Pada rapat pembahasan konstruksi desain di hadiri oleh tim efektif dan tim IT

Gambar 3.11 Rapat Pembahasan Konstruksi Desain

c) Penyusunan Instrumen Sistem Integrasi Data Desa dan SIPD
Untuk menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan maka perlu
di susun instrument guna mendukung ketersediaan data. Pada kegiatan ini
dihadiri oleh bidang data Pusdatin kemendagri dan tim efektif membahas
kondisi eksisting dahn indikator indikator penentu keberhasilan dari proyek
perubahan.



PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

40

Gambar 3.12 Penyusunan Instrumen Sistem Integrasi Data Desa dan
SIPD

d) Pembangunan Portal Sistem Integrasi Data Desa dan SIPD.

Gambar 3.13 Halaman Login Aplikasi

Sistem informasi yang dibuat dapat diakses di http://peutimang.acehjayakab.go.id/

Lalu login menggunakan masing-masing akun yang sudah dibuat dan dibagikan kepada
seluruh OPD dan eksekutif serta stakeholder.

http://peutimang.acehjayakab.go.id/
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 Melihat dashboard data sasaran

Gambar 3.14 Tampilan Dashboard Data Sasaran

Data sasaran yang sudah masuk kedalam sistem informasi dapat difilter
sesuai indikator yang akan dicari. Berikut adalah tampilan filtering data.

Gambar 3.15 Tampilan Filtering Data
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 Pembuatan program

Gambar 3.16 Tampilan Input Program

Pada tahapan pembuatan program, untuk anggaran yang berasal dari
APBN/APBD tidak perlu menginput ulang kedalam aplikasi karna sudah
terintegrasi dengan SIPD. Jadi user OPD cukup menarik data dan memilih
program berdasarkan tema. Berikut adalah data detail hasil integrasi mulai
dari urusan, program,kegiatan,sub kegiatan hingga sub rincian objek.



PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

PKN II AK XXVIII 2022 - Dr. NURDIN, S.SOS., M.SI.

43

Gambar 3.17 Tampilan Detail Program

User hanya cukup menambahkan jumlah target dan kategori sasaran.
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 Realisasi program

Gambar 3.18 Tampilan Realisasi program

Setalah program di sesuaikan oleh admin OPD dan sudah di verifikasi oleh super
admin maka Langkah selanjutnya adalah merealisaikan dan melaporkan hasil.
Sesuai dengan data sasaran yang sudah di filter berdasarkan indikator.
Sehingga pemberian intervensi bisa tepat sasaran.
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e) Ujicoba aplikasi

Gambar 3.19 Uji Coba Aplikasi

Ujicoba aplikasi bertujuan untuk menguji kesesuaian antara binsis proses serta
kesiapan untuk implementasi. Dari hasil ujicoba dinyatakan aplikasi sudah cukup
baik dan siap di implementasikan.
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f) Implementasi
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Gambar 3.20 Implementasi Aplikasi di Daerah

Implementasi aplikasi dilakukan oleh Dinas Kominsa Kabupaten Aceh Jaya di
Bantu oleh kepala Gampong. Pada tahapan implementasi kepala desa diminta
untuk melakukan ujicoba aplikasi dan melihat fitur-fitur yang ada. Aplikasi ini
disambut baik oleh seluruh stakeholder dan diharapkan dapat diimplementasikan
secara keseluruhan.

g) Kemanfaatan

Berdasarkan integrasi data dan program yang dilaksanakan tersebut, telah
dilakukan verifikasi para penerima hibah dan bantuan sosial sehingga program
hibah bansos tersebut lebih tepat sasaran. Berikut beberapa penerima hibah
bansos yang telah diverifikasi dan dilanjutkan penyaluran bantuannya.
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Gambar 3.21 Pemanfaatan Aplikasi melalui Penyaluran ke Masyarakat

Penyaluran Becak Usaha untuk para Penyandang Disabilitas, agar mereka
tetap bisa produkstif. Dengan system dapat terintegrasi bantuan-bantuan
lainnya yang bisa menguatkan intervensi.
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Gambar 3.22 Pemanfaatan Aplikasi melalui Penyaluran ke Masyarakat

Penyaluran Bagi Fakir Miskin Ekstrem. Data yang terintegrasi memastikan
bantuan yang diberikan tepat sasaran.
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h) Implementasi Program Priorotas Nasional secara terintegrasi

Data-data yang sudah terintegrasi berdasarkan aplikasi Peutimang tersebut,
selanjutnya ditindaklanjuti dengan upaya-upaya menyambungkan dengan
pasar mnelalui koorporasi yang berbasis masyarakat.

Upaya ini dilakukan untuk menjawab permasalahan keterbatasan akses pasar
masyarakat/kelompok usaha selama ini yang dipengaruhi oleh keterbatasan
modal, tekhnologi, manajeman dan jaringan. Oleh karena itu dengan dibentuk
Badan Usaha Desa Bersama (BUMDESMA) dengan melibatkan seluruh Desa
di Aceh Jaya (172) desa dengan kesepakatan masing-masing desa sebesar
Rp. 100.000.000 (Seratus Juta) Per Desa Per Tahun serta diberikan hak
pengelolaan lahan Komunal sebagai modal BUMG bersama.

Modal yang dimiliki BUMDESMA baik berupa uang dan hak pengelolaan
komunal tersebut, menjadi elemen penting bagi masyarakat untuk bisa
pemulihan ekonomi dengan mendirikan perusahaan-perusahaan patuingan
dengan pengusaha yang sudah sukses selama ini dalam bidang yang sesuai
dengan potensi yang dimiliki. Hal ini diharapkanb menjadi upaya mengatasi
keterbatasan masyarakat dalam menguasasi teknologi, modal dan akses
pasar. Secara keseluruhan kerangka integrasi tersebut sebagaimana gambar
3.23 berikut.

Perbankan
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Crowdfunding
Masyarakat

Outtaker
Agreement

Supply

Perusahaan 
Joint Venture

Perusahaan 

Pemda
1. Regulasi
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STRATEGI MENGGERAKKAN DUNIA USAHA BERBASIS MASYARAKAT

Gambar 3.23 Strategi Menggerakkan Dunia Usaha Berbasis Masyarakat

Kerangka Pemanfaatan Data terintegrasi dalam Menggerakkan Potensi yang
ada untuk pemulihan Ekonomi Daerah

Untuk melaksanakan stretgi tersebut, telah dilaksanakan pertemuan dengan
sejumlah pemangku kepentingan baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan
Tingkat Pusat sebagaimana photo-photo berikut:
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Gambar 3.24 Publikasi Media

Publikasi Media Massa tentang Pendirian Badan Usaha Desa Bersama di
Kabupaten Aceh Jaya, sebagai salah satu komponen penggerak Ekonomi

PERTEMUAN DENGAN PELAKU EKONOMI

49

Gambar 3.25 Pertemuan Dengan Pelaku Ekonomi

Pertemuan antara Calon Investor dengan Pengurus BUMDESMA untuk
mendirikan Perusahaan Patungan dibidang Biomassa
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PERTEMUAN DENGAN PELAKU EKONOMI

Gambar 3.26 Pertemuan Dengan Pelaku Ekonomi
Kiri: Pertemuan dsalam Busines Matching dengan para Pengusaha untuk
berinvestasi dengan Kerangka tersebut
Kanan: Pertemuan dengan Kanwil BPN Aceh dan Kepala BPHP Aceh untuk
mendiskusikan tatacara penyerahan Lahan untuk dikelola BUMDESMA
sebagai lahan Komunal.
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Gambar 3.27 Surat Permohonan Fasilitasi
Surat Permohonan Fasilitasi untuk Pengelolaan Hutan oleh BUMDESMA
Aceh Jaya, sebagai bagian memperkuat pemulihan Ekonomi.
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Gambar 3.28 Surat Balasan Permohonan
Jawaban atas Permohonan Fasilitasi untuk Pengelolaan Hutan oleh
BUMDESMA Aceh Jaya, dari BPHP KLHK.
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B. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Sulitnya untuk bertemu dengan seluruh stakeholder terkait dengan rencana
aksi rancangan proyek perubahan, kami melakukan upaya-upayasebagai berikut:
a. Memantau secara intensif keberadaan para stakeholders untuk kemudian

menyepakati waktu bertemu.
b. Melakukan pembahasan dengan seluruh stakeholders melaluikomunikasisecara

langsung (setiap ada kesempatan) maupun tidak langsung (by phone).
c. Memanfaatkan acara dimana para stakeholders berkumpul untuk

menyampaikan rencana aksi rancangan proyek perubahan.
d. Melakukan komunikasi melalui alat komunikasi kemudian ditindak lanjuti

dengan pertemuan dimana stakeholder berada.
e. Melakukan komunikasi secara intens kepada seluruh stakeholder

untuk mendapatkan dukungan.
f. Memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk menyelesaikan proyek perubahan

dengan memperhatikan/memanage waktu yang ada.
g. Membuat flayer untuk menarik minat stakeholder

Gambar 3.29 Flayer Aplikasi
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A. KESIMPULAN

BAB IV
PENUTUP

Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai peran untuk memberikan

menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan kementerian di bidang pengelolaan data, sistem

informasi, komunikasi, dan telekomunikasi. Melihat kondisi saat ini, belum

banyak Unit Kerja yang terintegrasinya layanan dan tata kelola data, sehingga

referensi pengambilan kebijakan masih bergantung pada manusia/atau human,

sehingga tidak menjawab kebutuhan akan data akurat, mutakhir, terpadu, dapat

dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola

secara seksama dan berkelanjutan. Dengan dilakukannya transformasi dan

integrasi Sistem Informasi Desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,

sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa bisa sepenuhnya terintegrasi

dengan Pemerintahan Daerah, yaitu Informasi Perencanan Pembangunan,

Informasi Keuangan sampai dengan Informasi Pemerintahan Lainnya mulai dari

Desa, Kabupaten, Kota dan Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan integrasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri

membutuhkan Sistem Informasi lain untuk digunakan sebagai jembatan atau

penyambung antar Kodefikasi yang digunakan Desa dan Kodefikasi yang

digunakan oleh Pemerintah Daerah. Penerapan aplikasi

http://peutimang.acehjayakab.go.id/ dari proyek perubahan sudah tercapai

untuk jangka pendek baik berupa rancangan aplikasi, uji coba aplikasi secara

terbatas, soft launching http://peutimang.acehjayakab.go.id/ kepada

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang digunakan sebagai sampel

pelaksanaan Proyek Perubahan, Sosialisasi

http://peutimang.acehjayakab.go.id/ kepada pejabat struktural Lingkup Pusat

Data dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dan

Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya hingga

peluncuran aplikasi http://peutimang.acehjayakab.go.id/ kepada Kepala Desa
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya serta evaluasi jangka pendek

terhadap seluruh kegiatan proyek perubahan telah dilaksanakan.

http://peutimang.acehjayakab.go.id/
http://peutimang.acehjayakab.go.id/
http://peutimang.acehjayakab.go.id/
http://peutimang.acehjayakab.go.id/
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B. REKOMENDASI

Tahap awal Proyek Perubahan Pembangunan Sistem Informasi

http://peutimang.acehjayakab.go.id/ di lingkungan Pusat Data dan Sistem

Informasi, telah dilaksanakan dengan segala daya upaya meskipun

menghadapi berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaan proyek

perubahan yang mengakibatkan butuhnya memanage waktu dan penyusunan

jadwal untuk mendapat dukungan stakeholder, karena banyak jadwal yang

bergeser. Kendala paling utama adalah keterbatasan sumber daya dikarenakan

beban kerja tim efektif masih harus melaksanakan tugas rutin yang cukup padat,

kesibukan para stakeholders dan rangkaian kegiatan menjelang pengukuran

inovasi dan hari jadi daerah serta kegiatan lain yang bersifat insidentil.

Pencapaian tujuan dan manfaat proyek perubahan dihasilkan melalui

beberapa capaian milestone kunci yang telah direncanakan antara lain:

Pertama, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil

proyek perubahan ini akan dilakukan secara berkala untuk mengetahui

efektivitas aplikasi http://peutimang.acehjayakab.go.id/. Kedua, melakukan

upaya menjaring masukan dari pengguna dan stakeholder lainnya dan ketiga

adalah melakukan perbaikan dengan menambahkan inovasi kembali (update

dan upgrade) dalam menjaga system informasi yang kompetitif dan berdaya

saing.

Sistem Informasi http://peutimang.acehjayakab.go.id/ yang telah

dibangun merupakan langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas

pelayanan publik, sehingga data penyelenggaraan dilingkup masyarakat Desa

sudah terkoneksi pula dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk

itu beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti agar seluruh milestone

proyek perubahan untuk jangka menengah dan jangka panjang dapat tercapai

antara lain:

1. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran implementasi proyek

perubahan diperlukan kesiapan perencanaan yang baik disertai beberapa

rencana alternatif guna mengantisipasi adanya kegiatan-kegiatan yang

bersifat insidentil.

http://peutimang.acehjayakab.go.id/
http://peutimang.acehjayakab.go.id/
http://peutimang.acehjayakab.go.id/
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2. Dalam menjaga tata kelola system inforamasi yang baik dan keberlanjutan

implementasi http://peutimang.acehjayakab.go.id/ di seluruh Indonesia,

diperlukan komitmen dari seluruh stakholder.

3. Optimalisasi sosialisasi aplikasi kepada pengguna diperlukan tim kerja

khusus dan bilik konsultasi/helpdesk secara online dalam menjawab sejumlah

pertanyaan dari para pengguna.

4. Bahwa http://peutimang.acehjayakab.go.id/ kedepan kiranya dapat

dikembangkan dan disempurnakan kembali melalui platform android sebagai

upaya mempermudah penggunaan aplikasi dan pengembangan sistem

informasi.

5. Penggunaan aplikasi http://peutimang.acehjayakab.go.id/ agar terus

dikembangkan dalam program prioritas nasional secara terintegrasi oleh

Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri serta

pemanfaatan data menjadi labih baik dalam mendukung pemulihan ekonomi

berbais korporasi dengan melibatkan pendirian BUMDesma dan kolaborasi

dengan dunia usaha.

http://peutimang.acehjayakab.go.id/
http://peutimang.acehjayakab.go.id/
http://peutimang.acehjayakab.go.id/
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI
1. Nama Lengkap Dr. NURDIN, S.Sos, M.Si

2. NIP 19730617 199203 1 001
3. Tempat, Tanggal

Lahir
Krueng Batee, 17 Juni 1973

4. Agama Islam

5. Pangkat/Golongan
ruang

Pembina Utama Muda (IV/c)

6. Pendiidkan Terakhir Doktor (S-3)

7. Jabatan

8. Alamat Rumah
a. Jalan Jl. Pesona VI No. 165,
b. RT/RW Rt. 04 Rw 05, Kavling Pesona Kalisari,
c. Kelurahan/Desa Kelurahan Kalisari,

d. Kecamatan Kecamatan Pasar Rebo
e. Kabupaten/Kota Jakarta Timur
f. Provinsi DKI Jakarta

9. Nomor Telepon
a. No. Telp. Rumah -
b. No.HP 085210420329

10 Alamat Email nurdin@kemendagri.go.id
nurdinbacah@gmail.com

II. RIWAYAT KEPANGKATAN
No Pangkat /

Golongan Ruang
Nomor SK Tanggal SK TMT

Pang
kat1. Pembina Utama

Muda (IV/c)
00055/KEP/AA/15001/21 12-3-2021 01-04-

2021
2. Pembina Tk. I (IV/b) 823.4-9446 .Tahun 2016 30-9-2016 01-10-

20163. Pembina (IV/a) 823.234-952 05-9-2012 01-10-
20124. Penata Tk. I (III/d) 811.233-597 17-3-2011 01-04-
20115. Penata (III/c) 811.233-1737 26-2-2007 01-04-
20076. Penata Muda Tk. I

(III/b)
811.233-1599 18-3-2003 01-04-

2003
7. Penata Muda (III/a) 812.133-946 08-3-1999 01-04-

19998. Pengatur (II/c) 01-01/00012/KEP/X/1994/PB 28 - 7 - 1994 01-10-
1994

mailto:nurdin@kemendagri.go.id
mailto:nurdinbacah@gmail.com
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9. Pengatur Muda Tk. I
(II/b)

01-01/00012/KEP/X/1994/PB 28 - 7 - 1994 01-10-
1994

10. Pengatur Muda (II/a) 811.211.2 – 1595 30 - 11 -1993 01-12-
199311. Calon PNS 811.132 – 1279 25-05-1992 01-03-
1992III. RIWAYAT JABATAN/PEKERJAAN

No Jabatan Eselon TMT
Jabatan

Masa
Kerja

Jabata
n

K
et

1. Penjabat Bupati Aceh Jaya - 18-07-
2022

0 Tahun
5 Bulan

2. Kepala Pusat Data dan Sistem
Informasi pada Sekretariat
Jenderal Kemendagri

II.A 18-03-
2022

0 Tahun
8 Bulan

3. Asisten Deputi Ekonomi dan
Kesejehtaraan Rakyat pada
Badan Nasional Pengelola
Perbatasan

II.A 01-12-
2020

1 Tahun
3 Bulan

4. Kepala Bagian Perencanaan,
pada Sekretariat Direktorat
Administrasi Kewilayahan
Kemendagri.

III.A 23-06-
2020

0 Tahun
6 Bulan

5. Kepala Sub Direktorat
Monitoring, Evaluasi dan
Dokumentasi pada Direktorat
Pendaftaran Penduduk
Direktorat Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kemendagri.

III.A 7-6-
2018

2 Tahun

6. Kepala Bagian Pembinaan
Jabatan Fungsional,
Kepegawaian dan Sistem dan
Prosedur serta Evaluasi Kinerja
ASN pada Setretariat Badan
Penelitian dan Pengembangan,
Kemendagri.

III.A 14-11-
2017

7 bulan

7. Kepala Subdirektorat Wilayah I
pada Direktorat Fasilitasi
Kelembagaan dan Kepegawaian
Perangkat Daerah, Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah

III.A 20-08-
2015

2 Tahun,
3 bulan

8. Kepala Bidang Standarisasi
dan Kerjasama Luar Negeri
pada Pusat Pembinaan
Jabatan Fungsional dan
Standarisasi Diklat Badan
Diklat Kementerian Dalam

III.A 16-09-
2011

4 Tahun,
11 bulan
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9. Kepala Sub Bidang Kerjasama
Luar Negeri pada Bidang
Standarisasi dan Kerjasama
Luar Negeri Badan Pendidikan
dan Pelatihan Kementerian
Dalam Negeri

IV.A 19–10-
2008

‘ 3
Ta
hun
,

10 bulan

10. Pj. Kepala Sub Bagian
Kerjasama Kediklatan pada
Bagian Sumber Pembelajaran
dan Kerjasama Kediklatan,
Badan Diklat Kemendagri

IV.A 16 –10-
2006

2 Tahun,
0 bulan

11. Fungsional Umum pada sub
Bidang Kerjasama Luar Negeri
pada Bidang Luar Negeri Pusat
Diklat Teknis, Badan Pendidikan
dan Pelatihan Kementerian

- 19-02-
2002

4 Tahun,
8 bulan

12. Staf Urusan Pembangunan
pada Kantor Camat Labuhan
Haji Kabupaten Dati II Aceh
Selatan

- 17-10-
1994

6 Tahun,
8 bulan

13. Fungsional Umum pada
Kantor PMD Provinsi Aceh

- 15-07-
1994

0 Tahun,
3 bulan

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM

No Jenjang
Pendidika

n

Pendidikan/
Fakultas/
Jurusan

Nama Sekolah/ PT
/ Universitas

Lama
Pendidikan
Tahun s/d

Tahun
Lulus

1 SD - SD Negeri
No.2 Sikabu

1979-1985

2 SLTP - SMP Kuala Batee 1985 - 1988
3 SLTA /

SMU
Fisika SMA Negeri

Blang Pidie
1988 - 1991

4 Diploma - STPDN 1991-1994
5 S1 Manajemen

Pembangunan
Daerah

STIA LAN RI 1997 – 1998

6 S2 Ilmu
Administrasi

Publik

Universit
as

Indonesia

2001 - 2003

7. S3 Ilmu Pemerintahan Universit
as

Padjajara

2006-2010

V. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

No Nama Diklat Angkatan
/ Tahun

Waktu Tempat Panitia
Penyelenggara Nomor

Sertifik

1. PKN II TAHUN
2022

Kalibata BPSDM
Kemendagri

2. DIKLATPIM
TK.III

03
TAHUN
2015

02 Feb.
s.d 21
Mei
2015

Kalibata Badan Diklat
Kemendagri

0004/I/Dikl
atpim

Tk.III/Kem
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3. DIKLAT
PIM TK. IV

02
TAHUN
2007

12 Nov
s.d 31
Des
2007

Bandung Pusdiklat
Kemendagri

Regional Bandung

19552/DIKL
ATPIM

TK.IV/DDN/
2007

VI. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

No
Nama Diklat Angkatan

/ Tahun
Waktu Tempat /

Panitia
Penyelenggara

Nomor
Sertifikasi

1. Pelatihan Aparatur
Kecamatan se
Kabupaten Daerah Tk.
II Aceh Selatan
Angkatan ke I

I Tahun
1995

16 Feb
s.d 20
Feb.
1995

Tapaktuan /
Kantor PMD
Aceh Selatan

411.3/22/APA
RATUR/1995

2. Seminar
“Decentralization –
Moderning Civil
Service”

1998 20-22
Okt
1998

LAN RI dan
DSE

Tgl 22 Okt
1998

3. Orientasi Bidang Diklat
Teknis

2010 17-19
Maret
2010

Badan Diklat
Kemendagri

09/893.4/18/P
.II-2/31/2010

4. Pendidikan Bahasa
English (Ennglish Club
for General English)

2000 31 Mei
s.d 28
Agt
2000

Badan Diklat
Kemendagri

1702520000

5. Planning and
Development Model

2002 7 Mei
2002

AusAID -

6. Diklat Bendaharawan
Pengeluaran

2003 14 April
s.d 5
Mei
2003

BPPLK
Kemenkeu

0383/03/2.3.1.
2.8/03/2003

7. Planning and
Developing the Training
Cycle

2007 2 s.d 4
Juli
2007

Hassal &
Associates
Interational

-

8. Action Planning
2007 5 s.d 6

Juli
2007

Hassal &
Associates
Interational

-

9. Gender Mainstreming in
Training

2007 12 Nov
2007

Hassal &
Associates
Interational

-

10. Measuring the Impact of
Training

2007 16 s.d
17 Nov
2007

Hassal &
Associates
Interational

-
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11. Pelatihan
Pengelola
an
Keuangan
dan
Pengadaa
n dalam

2010 12
Februari 2010

Decentra-
lization
Support

Facility – The
World Bank

12
Februari
2010

VIII. Pengalaman sebagai Pembicara pada Seminar /Workshop
Nasional/Internasional

No Nama Seminar/Lokakarya/
Simposium

Tahun
Tempat

Panitia
Penyeleng

gara1. Workshop pembangunan
Competency Based Model
bagi Pemerintah Daerah

1998 Kupang, dan Pemda
Lainnya

BASIC -
Canada

2. Menulis Modul dan menjadi
pembicara dalam Diklat Pol
PP

2015 Bandung, Jakarta KAS -
Jerman

3. Pengajar pada Diklat Asesor
Kompetensi

2010-skrg Jakarta dan Daerah Badan
Diklat
Kemen
dagri

4. Pengajar Diklat Asesor
Lisensi berdasarkan ISO-
17024/2012

2010-2012 Jakarta Bad
an
Dikl
at

5. Pengajar Diklat Pemadam
Kebakaran

2010-2016 Jakarta dan Daerah Bad
an
Dikl

6. Pengajar Diklat Pengawas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

2010-Sekarang Jakarta Bad
an
Dikl
at

7. Pengajar Diklat Pengelolaan
BMD

2010-2016 Jakarta Bad
an
Dikl

VII. SERTIFIKASI
No. Nama Sertifikasi Keahlian yang disertifikasi Pemberi

Sertifikasi
1. Certivicate IV in Training

and Assesment,
Pelatihan dan
Asesment

Issued under the
Authority of the
Victorian
Qualification2. Internal Quality Audit for

ISO 9001:2000 Auditor Internal ISO 9001:2000
Global Solution

3. Asesor Kompetensi
Pemerintahan

Penilaian Kompetensi Kerja
Penyelenggaran Pemerintahan

Daerah

Kepala Badan
Pengembangan
SDM Kementerian
Dalam Negeri
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8. Pembicara terkait dengan
pengembangan sertifikasi
profesi di lingkungan
Pemerintahan Daerah

2010-skrg Jakarta dan Daerah Badan
Diklat
Kemen
dagri
dan

9.
Pembicara terkait dengan
Penataan Perangkat Daerah

2016-skrg Jakarta dan Daerah Kemente
rian/LP
N K

10. Pembicara terkait dengan
pengembangan system
informasi kelembagaan dan
ASN pada perangkat daerah
secara berbagai pakai

2016-skrg Jakarta dan Daerah Kemente
rian/LP
N K
dan

Pemda

11. Pembicara terkait dengan
pengembangan sistem
informasi Inovasi
Pemerintahan Daerah secara
berbagai pakai

2017-skrg Jakarta dan Daerah Kemente
rian

Dalam
Negeri
dan

Pemda
12. Pembicara terkait dengan

Penyusunan Tata Tertib
DPRD

2017-skrg Jakarta dan Daerah Kemente
rian

Dalam
Negeri

13.

Pembicara terkait dengan
Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

2018-skrg Jakarta dan Daerah Kemente
rian

Dalam
Negeri
danPengalaman Sebagai Asesor Kompetensi

No Nama Kegiatan Asesment Tahun
Tempat

Panitia
Penyelengg

ara
1. Penilaian Kompetensi Calon

Eselon IV Badan Diklat
Kemendagri

2015 Badan Diklat
Kemendagri

Badan
Diklat

Kemendag
ri

2. Penilaian Kompetensi Calon
Eselon IV Badan Nasional
Pengelolaan Perbatasan

2015 Badan Nasional
Pengelolaan
Perbatasan

Badan
Nasional
Pengelolaa

3. Penilaian Kompetensi Calon
Camat Kabupaten Malang

2015 Kota Malang Pemda
Kota

Malang
dan Badan

4. Penilaian Kompetensi Fire
Fighter 1, 2 dan 3

2014-2016 Bandung,
Balikpapan, Depok,

Jakarta

Badan
Diklat

Kemendag
ri5. Penilaian Kompetensi Polisi

Pamong Praja
2014-2016 Bandung,

Jakarta
Badan
Diklat

Kemendag
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6. Penilaian Kompetensi Calon
Camat

2014-
Sekarang

Jakarta dan Daerah Badan Diklat
Kemendagri

7. Penilaian Kompetensi
Pengawas Urusan
Pemerintahan Daerah

2014-
Sekarang

Jakarta dan Daerah Badan Diklat
Kemendagri

8. Penilaian Kompetensi
Pengelola Keuangan Daerah

2014-2016 Jakarta dan Daerah Badan Diklat
Kemendagri

9. Penilaian Kompetensi Calon
JPT Pratama Provinsi Bali

Juli 2017 Denpasar BKD Provinsi
Bali

10. Penilaian Kinerja dan
Kompetensi JPT Pratama
Kab. Karawang

Karawang BKPSDM
Kab.

Karawang

11. Penilaian Kompetensi Calon
Sekda Kab. Kuningan

10 September
2018

Kuningan BKPSDM
Kab.

KuninganIX. PENGHARGAAN/TANDA JASA

No. Penghargaan/Tanda jasa Tahun Asal
Perolehan1. Satyalancana Karya Satya XX

Tahun 2016 Presiden Republik
Indonesia

X. RIWAYAT PENUGASAN LUAR NEGERI

No. Negara Tujuan Tujuan Penugasan Masa
Penug
asan1. Canada Study Mission on Local Government

Service Standars and Service Delivery to
Nova Scotia, Canada, held by Institut of

Public Administration of Canada

Decem
ber 2-6,
2013

2. Canada Study Mission on Local Government
Service Standars and Delivery to Nova
Scotia, Canada, held by Institut of Public

Administration of Canada

Novem
ber 9-
23,
2012

3. Amerika Seikat Leadership Transformation in Indonesia,
held by Harvard Kennedy School –

Executive Education

Septem
ber 10
–

Octobe4. Amerika Serikat Pelatihan “Fiscal Decentralization”, Andrew
Young School of Policy Studies, Georgia State

University, USA 2009

30 (tiga
puluh)
hari

5. Amerika Serikat Comparative Study “disaster management
programe”di Arizona University .

5 (lima)
hari

6. Jerman Study Komparatif “Pengelolaan Trantibum
LINMAS di Jerman” difasilitasi oleh

Kondrad Adenaeur Siftung

5 (lima)
hari
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Jakarta, 6 Desember 2022

Dr. NURDIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19730617 199203 1 001

7. Australia Study Komparatif “Pengelolaan Sistem
Pendidikan Vokasi dan Sertifikasi di

Australia”

5 (lima)
hari

8. Korea Selatan “Government Innovation Human
Resources Outreach Program for Reform
Unit Managers” pada Korea Productivity

Center dan KOICA

Decem
ber 6 till
Decem
ber 21,

9. Malaysia “Kepemimpinan bagi Pemimpin Muda”
difasilitasi oleh Pemerintah Malaysia

2
1

XI. RIWAYAT PENGUASAAN BAHASA

No. Jenis Bahasa Nama Bahasa Kemampuan
1. Bahasa Asing Bahasa Inggris Baik

XII. DATA ISTERI/SUAMI
No NAMA TEMPAT/TGL.

LAHIR
Tanggal

Nikah
Pekerjaan Ket.

1. Zuraidiati Kuta tinggi, 25
Juni 1975

Mengurus
Rumah
Tangga

XIII. DATA ANAK
No NAMA TEMPAT/TGL.

LAHIR
STATUS

ANAK
Pekerjaan Ket.

1. Elvi Salwa Nurdin Jakarta, 18
Desember 2002

Anak Kandung Pelajar

2. Redha Fahlevi
Nurdin

Jakarta, 29
Januari 2005

Anak Kandung Pelajar

3. Qurratan Ainul
Munawarah
Nurdin

Jakarta, 27 April
2008

Anak Kandung Pelajar

XIV. DATA ORANG TUA
No NAMA TEMPAT/TGL. LAHIR Pekerjaan
1. Mak Bacah Aceh, Tahun 1936 Alm
2. Siti Hawa Aceh, Tahun 1942 Almh

Dengan ini saya menyatakan bahwa Daftar Riwayat Hidup ini telah saya isi dengan
benar dan lengkap. Apabila ternyata data yang saya isi terbukti tidak benar, saya
bersedia dinyatakan gugur dalam proses.
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